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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan
huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman
transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB
Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22

Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab NamaHuruf Huruf Latin Nama
Latin
| Alif Tidakgdkﬂ:fban Tidakdilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S es (dengan titkk di atas)
z Jim Je
z ha h ha(dengan titk di bawah)
¢ Kha Kh kadan ha
3 Dal D De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es
ol sad S Esdan ye
Ul dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titikk di bawah)




L za z zet (dengan titk di bawah)
d ‘ain S Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
o nun N En
3 wau w We
> ha H Ha
& hamzah Ve Apostrof
< ya Y Ye
2. Vokal

Vokalbahasa  Arab  seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari  vokal
tunggalataumono ftongdan vokal rangkapataudiftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggalbahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah A A
s Kasrah I I
5 Dommah U U

b. VokalRangkap adalah vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf



C.

Tanda dan
Nama Gabungan Nama
Huruf
..... & FathahdanYa Ai adan i
KR FathahdanWau Au adanu

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf]

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat
Nama HurufdanTanda Nama
danHuruf
) ) a
G....e) weeeee | FathahdanAlifatauYa a .
dangarisatas
_ I dangaris di
S, KasrahdanYa i
bawah
) u dangaris di
S DommahdanWau u
atas

3. Ta Marbutah

Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutahhidup yaitu Ta marbutahyanghidupataumendapatharkatfathah, kasrah,

b.

dandommah, transliterasinyaadalah /t/.

Ta

marbutahmati

yaitu Ta

transliterasinyaadalah /h/.

marbutah  yang mati

ataumendapatharkatsukun,



4.

Kalaupadasuatu kata yang akhirkatanya ta marbutahdikutioleh kata yang
menggunakan  kata  sandang al/, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta
marbutahtransliterasikandengan ha (h).

Syaddah (Tasydid)

Syaddahatavtasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkandengansebuahtanda,tandasyaddahatautandarasydid.Dalamtransliterasimitand
asyaddahtersebutdilambangkandenganhuruf,  yaituhuruf  yang  samadenganhuruf  yang
diberitandasyaddahitu.

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

J' .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang dikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang dikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang dikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang dikuti oleh huruf
syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung dikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang dikuti hurufqamariahadalahkata sandang yang dikuti oleh huruf
gamariah ditranshiterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai
dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan  didepan  Daftar ~ Transliterasi ~ Arab-Latm  bahwa  hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata.



Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif.
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, bak fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan
kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translterasi ini
penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula
dirangkaikan.
Huruf Kapital

Meskipundalamsistem  kata  sandang yang  dikutihuruftulisan ~ Arab  huruf
kapitaltidakdikenal,dalamtransliterasimihuruftersebutdigunakanjuga. Penggunaanhuruf
kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranyahuruf kapital
digunakanuntukmenuliskanhurufawal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalu
ioleh kata sandangmaka yang ditulisdenganhuruf kapital tetaphurufawalnamadiritesebut,
bukanhurufawal kata sandangnya.

Penggunaanhurufawalkapitaluntuk AllahhanyaberlakudalamtulisanArabnyamemang
lengkapdemikiandankalaupenulisanitudisatuk andengankatalainsehingaadahurufatauharakat
yang dihilangkan, huruf kapital tidakdipergunakan.
Tajwid

Bagimerekayangmenginginkankefasihandalambacaan,pedomantransliterasi
mimerupakanbagiantakterpisahkandenganiimutajwid. K arenaitukeresmianpedomantranslite

rasiiniperludisertaidenganpedomantajwid.



Sumber: Tim PuslitbanglekturK eagamaan. PedomanTransliterasi Arab-
Latin.CetakanK elima.2003.Jakarta:ProyekPengkajiandanPengembanganlekturPendidikan
Agama.
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Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar
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Judul : Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Figh Siyasah.

Tahun : 2018

Kepaladaerah adalah orang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk
menjalankan pemerintahan di daerah. Kepala daerah dalam konteks Indonesia
adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan
wakil walikota. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipiih melalui rakyat secara langsung melalui pemilhan umum.
Penelitianiniberusahauntuk mengungkapkan bagaimana pengaturan dan
mekanisme pemilihan kepala daerah satu pasangan calon.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan
pendekatan kualitatift. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan
sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan
mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan
pemilhan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Teknik analisa dilakukan
dengan menggunakan analisis komparatif ataupun analisis perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015
dengan UU No. 14 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah memiliki sisi
persamaan. Dapat dilihat dari proses dengan tahap pertama mendaftarkan calon
peserta, pelaksanaan terkait dengan surat suara, siapa yang memilh dalam
pemilhan ini adalah rakyat karena kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat,
dan suara terbanyak harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah.
Namun yang membedakannya dalam UU No. 1 Tahun 2015 adanya pasangan
calon harus dikuti dengan syarat dua pasangan calon, namun dalam UU No. 14
Tahun 2015 diperbolehkannya adanya satu pasangan calon dengan kondisi
tertentu. Jika ditinjau dari figh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu
pasangan calon, dalam figh siyasah diperbolehkan dan sah adanya satu pasangan
calon.



DAFTAR ISI

Him
HALAMAN JUDUL/SAMPUL......ccccevurerursuessuccerens i
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI .......ccovvvierurerensecsarssansenns ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN ....coviivinecseiisenssecssecssecsssssesssessssssnssssesssssese jii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....cccovenvinrnnrenscnserssnnssensansnnene iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....ccovevierersuecnncee v
ABSTRAK.......ccouvverruecrurcuecnnee vi
KATA PENGANTAR ..uoiiitiieisensaicseisesssesssnsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
DAFTAR ISL..uuiuiiiiiuinreissenssicssenssncssissesssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssass xvii
BAB I PENDAHULUAN.....cccutiniistinicsnicsenssesssssssnsssissssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssass 1
A. Latar Belakang Masalah............c.cocoiiiiiiiniiiiieceeee e 1
B. Rumusan Masalah...........ccccooeiiiiiiiiiiiicceeeee e 9
C. Fokus Masalah .........cccooviiiiiiiiiiiciicceeee e 9
D. Tujuan Masalah..........cccceiiiiiiiiiiiiie e 10
E. Manfaat Penehtian...........ccceieviiiiiiiiiiiie ettt e 10
F. Batasan IStlah..........ccocooiiiiiiiiiiiieeee e 12
G. Kajian Terdahulu............coocviiiiiiiiiiieece et 14
H. Metode Penehitian............ccceeouieiiiiiiiiniiieiie e 15
[ Sistematika PenuliSan..........c.ccooceiviiiiiiiiiiiiiinieeeeee e 21
BAB Il PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ....ccceeureuisisnssessessessassasssssssssessaes 22
A. Pemilihan Kepala Daerah............ccccooouieniiiiiiniiiiiceeee e 23
1. Proses Pemilihan Kepala Daerah............ccccoevviiiiiiiiiiniiienieciceiiees 23
2. Syarat-syarat Untuk Menjadi Kepala Daerah............ccccoeveieenninennnen. 26
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah...........ccccocceviiviniiniiniinennnne 28
4. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah..........ccccooooviiviiiiniiiiiiceee, 29
B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.........ccccoiiiiiiiiiicnnieenen. 31
BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT ISLAM......cccceeuee. 33
A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam............ccccccooviiiiiiiniiiniiiiicie, 33
1...Pada Masa Khulafaur Rasyidin..........ccccceeeviieniiiiiiiiiciieceeeee e 33
2...Pada Masa Umaiyyah..........cccoeriiiiiiiiiiiiiieiieeceeee e 38
3...Pada Masa Abbasiyah..........c.cccueriieriiiniiieniecieee e 40
4..Pada Masa Turki UStmani..........ccceceeniiiiiiiniiinieiieee e 42
B. Syarat-syarat Pencalonan dalam Islam...........c.cocooininiiinnnini, 44
C. Dasar HUKUML.......ooouiiiiiiiieieeeeeeee e 45



BAB IV HASIL PENELITIAN .....ccociviinininsnnsnnsnnssessessessassassssssessessessessassassncssees 47
A. Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 1 Tahun 2015

TentangPemilihanKepala Daerah SatuPasanganCalon............ccccceevevieennnnnn. 47
1. Proses Penetapan Calon menurut Peraturan Perundang-undangan............ 48
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Peraturan Perundang-undangan.............coceeeeevenieneeneenenienenneennne. 51
3. Yang Memilih dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon...............cco.......... 55
4. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon59
5. Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015

dengan UU No. 14 Tahun 2015 ....c.ooooiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 60

B. Analisa Figh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Daerah .......................... 63

1. Proses Pemilihan Kepala Daerah menurut Figh Siyasah..........cccccccenee 63

2. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian UU No. 1 Tahun 2015
dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Daerah menurut Figh Siyasah..........ccccoccviiniiiinininiieee. 68

BAB V PENUTUP.....cucoiiirtinnininsnensnesssessenssesssnssasssesssessasssssssesssssssessasssssssessasssses 72
A, KESIMPUIAN......oiiiiiiiiciiecie ettt e be et ebeebeeenaeenenas 72
Bl SAran......oooii e s 74

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilhan umum
anggota legislatif dan pemilihan anggota eksekutif pada tahun 2015, telah
dilaksanakan serentak. Pemilhan umum i benar-benar dilaksanakan
serentak untuk semua pejabat yang hendak dipilih secara langsung.Pemilihan
umum provinsi memilh Gubernur dan anggota DPRD Provinsi. Pemilihan
umum  kabupaten/kota untuk memilh Bupati dan anggota DPRD
kabupaten/kota, serta Walikota dan Anggota DPRD kota yang dilaksanakan
serentak  ditingkat pemerintahan masing-masing disetiap daerah'. Hasil
pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 18 Juli 2015
yang akan menyelenggarakan serentak pertama kali pada tanggal 9 Desember
2015.

Dalam konsep UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52

ayat 2 yang menyatakan bahwa pilkada dapat dilaksanakan atas dua syarat

1Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, (Jakarta Timur: Sinar
Grafika JI. Sawo Raya No. 18 Rawamangun, 2015), hlm. 153.



yaitu dikuti oleh dua pasangan calon daerah’. KPU juga menerbitkan
Peraturan UU No. 12 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan KPU No. 9
Tahun 2015 tentang pencalonan pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam isi pasal
52 ayat 2 yang persyaratannya hanya dikuti oleh dua pasangan calon namun
dinyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran,
pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan
calon yang mendaftar.

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran, pasangan calon
hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang tidak
mendaftar, maka KPU ProvinsyKIP Aceh atau KPU/KIP kabupatenkota
memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama  tiga hari
Namun jika tidak ada yang mendaftar sampai perpanjangan waktu selama tiga
hari dalam masa pendaftaran, KPU Provinsi/KIP kabupaten/kota menetapkan
keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada
pemilihan serentak berikutnya. Yang akan diselenggarakan pada tahun 2017
untuk menunggu datangnya satu pasangan calon. Dalam hal mi tidak menutup
kemungkinan dalam pemilihan serentak berikutnya hanya ada satu pasangan
calon kembali sehingga hak rakyat untuk memilh dan dipilih tidak akan

terpenuhi.

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No. 1 Tahun 2015 pasal 52 ayat ( 2 ) tentang
Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota.



Permasalahan  satu  pasangan calon masih menjadi polemik
pelaksanaan pilkada serentak 2015. Imi disebabkan karena terlalu tinggi
elektabilitas seorang calon di daerah. Dikarenakan juga karena biaya pilkada
yang sangat mahal. Hanya calon yang mempunyai modal kuat yang bisa untuk
mencalonkan. Ada juga yang menyatakan bahwa munculnya satu pasangan
calon karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam
putusannya, MK membatalkan aturan yang menyebut anggota DPR, DPD,
DPRD, atau yang sebagai pejabat publik lainnya boleh mencalonkan diri
tanpa mundur dari jabatannya. Artinya, jika anggota DPR, DPD, DPRD, atau
pejabat publik lainnya ingin maju menjadi peserta pilkada maka harus mundur
dari jabatannya.

Namun peneliti senior Populi Center Nico Harjanto mengatakan,
bahwa munculnya satu pasangan calon membuktikan, pendidikan politik di
Indonesia yang kurang baik. Partai politik yang tidak mengajukan kadernya
sebagai calon dinilai telah mengingkari janji. Itu artinya partai politk tidak
siap berkompetensi untuk menang atau kalah.

Dalam konsep UU NO 14 Tahun 2015 dilihat dalam pasal 3 pemilihan
satu pasangan calon dilaksanakan dalam memenuhi kondisi, apabila® :

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa

perpajangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No. 14 Tahun 2015 pasal 3 tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan
Satu Pasangan Calon.



mendaftar, maka berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut
dinyatakan memenuhi syarat.

Maksud dari hasil penelitian tersebut adalah semua syarat-syarat untuk
menjadi calon kepala daerah harus melengkapi semua persyaratan dan
perlengkapan agar bisa menjadi calon kepala daerah.

. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan
hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan
memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan
berakhimya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat
pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan
tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan
calon.

Sejak penetapan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye,
terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politikk atau
gabungan partai tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau
calon/pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang mengakibatkan
hanya terdapat satu pasangan calon.

Sejak dimulainya masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan suara,
terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politk atau
gabungan partai politk tidak mengusulkan calon/pasangan calon

pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan



dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terdapat satu
pasangan calon.

Dikatakan tidak memenuhi syarat maksudnya adalah untuk syarat
pencalonan harus dipastikan ada dan sah saat mendaftar, meliputi surat
pencalonan, keputusan DPP partai politk tentang persetuyjuan partai
politik, surat pernyataan kesepakatan partai politik dalam pencalonan serta
surat pernyataan kesepakatan antara partai poltik dengan pasangan calon.
Adapun syarat calon maka yang perlu disiapkan adalah fotokopi E-KTP,
fotokopi ijazah, SKCK, naskah misi dan visi pasangan calon, daftar tim
kampanye, hingga surat  keterangan berhenti daan surat keterangan
mantan terpidana bagi yang telah selesai menjalankan.

. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai
peserta pemilhan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan
calon.

Sanksi dalam pencalonan kepala daerah adalah dalam persyaratan calon
kepala daerah menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh
berstatus sebagai tersangka.Yang dipersyaratkan adalah calon kepala
daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.



Jika peneliti perhatikan, perbandingan diantara UU No. 1 Tahun 2015
dengan UU No 14 Tahun 2015. Perbedaan diantara keduanya dimana jika
dilihat dari UU No .1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 adanya
pemilihan kepala daerah menetapkan paling sedikit dua calon pasangan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota. Adanya pemilhan serentak yang diselenggarakan pada tahun
2015 yang mengakibatkan terjadinya problematika dengan adanya satu
pasangan calon. Dan jika dalam masa pendaftaran tidak ada pasangan calon
yang mendaftar, maka masa perpanjangan akan dilaksanakan dalam jangka 3
(tiga) hari. Masalah yang ada pada UU No. 1 Tahun 2015 jika hanya ada satu
pasangan calon yang ada maka jadi penghalang menunggu waktu untuk
datangnya satu pasangan calon lagi Dan menunggu waktu pasangan calon
berikutnya akan mendaftar. Dan kelemahan dari UU No. 1 Tahun 2015 yang
terdapat didalam pasal 52 ayat 2 akan menunggu waktu selama 2 tahun (2015-
2017) untuk melaksanakan pemilihan serentak yang menghalangi hak rakyat
untuk memilih dan dipilih.

Namun jika dilihat dalam UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam
pasal 3 yang dinyatakan penundaan sampai dengan akhir pendaftaran hanya
terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dan adanya perpanjangan
masa pendaftaran namun pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang
mengakibatkan satu pasangan calon. Dalam proses pemilihan tersebut dengan

adanya satu pasangan calon akan dihadapkan melawan kotak kosong. Sesuai



dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan
No.10/PUU-XII/2015* adanya satu pasangan calon pemilihan kepala daerah
harus tetap dilaksanakan karena pilkada adalah wujud dari kedaulatan rakyat
dalam hal memilh dan dipilh. Jadi, pemilihan serentak harus ada jaminan
tetap diselenggarakan.

Persamaan dari kedua undang-undang i yaitu sama-sama peraturan
yaitu peraturan untuk pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Undang-
undang yang telah disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia.Syarat untuk
mencalonkan sebagai kepala daerah tidak ada perbedaan diantaranya, semua
harus melengkapi persyaratan apa yang telah ditentukan. Baik itu satu
pasangan calon, dua, tiga, ataupun empat pasangan calon tetap harus meraih
suara diatas 50% atau bisa dikatakan dengan separuh dari jumlah provinsi.

Dalam kajian Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada
negara dan pemerintahan, dalam pengganti pemerintahan Nabi Muhammad
SAW i bukan hal kenabian atau kerasulan melainkan dalam hal
kepemimpinan  pemerintahan  seperti = memelihara, mengurus, dan
mengembangkan roda pemermntahan. Untuk pertama kali dalam sejarah Islam
dilakukan pemilihan umum yaitu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal

dunia. Mereka berkumpul disuatu tempat yang dinamakan dengan Saqibah

*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XII/2015.



Banu Saidah’. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi
Muhammad SAW yang menjadi pengganti rasul. Dan Abu Bakar yang
pertama kali membentuk pemerintahan modern khilafah dalam sejarah Islam.
Dalam sejarah Khulafa ar Rasyidin Abu Bakar dipih melalui musyawarah
oleh para pemuka sahabat dan dikuti dengan baiat oleh kaum Islam.Dalam
pidato setelah terpilhnya menjadi khalifah dinyatakan®, bahwa mereka dipilih
dan dipercaya oleh rakyat untuk memangku jabatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dengan
satu pasangan calon ini karena adanya perbedaan antara UU No.l Tahun 2015
yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yang
terdapat dalam pasal 3, oleh karena itu, penulis ingin menulis skiripsi yang
berakitan dengan hal tesebut dengan judul “Komparasi UU No. 1 Tahun
2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Figh Siyasah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan

beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

*Inu Kencana Syafiie, llmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Bumi Aksara JI. Sawo Raya No. 18,
2013), hlm. 238.

6Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 57.



1. Bagaimana konsep pengaturan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14
Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah ?
2. Bagaimana komparasi pemilihan kepala daerah menurut UU No. 1 Tahun
2015 dan UU No. 14 Tahun 2015?
3. Bagaimana tinjauan figh siyasah tentang pemilihan kepala daerah dengan
satu pasangan calon?
C. Fokus Masalah
Fokus masalah berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti
membatasi masalah yakni, Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No.
14 Tahun 2015 mempunyai sisi yang berbeda, yakni jika dilihat dalam UU
No. 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 yang dinyatakan dalam
pilkada yang dilaksanakan atas syarat yaitu dikuti oleh dua pasangan calon
daerah. Namum dilhat dalam UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam
pasal 3 dinyatakan bahwa terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, dan
berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang
dinyatakan memenuhi syarat, dan telah dilakukan penundaan sampai dengan
masa berakhimya masa pembukaan kembali pendaftaran, ternyata tidak
terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau tidak dapat memenuhi syarat
yang dapat mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
D. Tujuan Penelitian

Adapun tyjuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan UU No. 1 Tahun 2015
dan UU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pemilhan kepala daerah
menurut UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan figh siyasah tentang pemilihan
kepala daerah dengan satu pasangan calon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian i diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

akademik, secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

a. Diharapkan kepada penulis skiripsi tentang Komparasi UU No. 1
Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Daerah Satu Pasangan Calon Ditmjau dari Figh Siyasah mi dapat
dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum di Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan.

b. Kegunaan lain dari penulisan skripsi i diharapkan bisa menambah
khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon Sarjana
Hukum dan kegunaan sosial yang diharapkan berguna untuk memberi
mformasi kepada masyarakat yang pada umumnya masyarakat

Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bahan hukum khususnya
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dalam perbedaan pencalonan kepala daerah dengan satu pasangan
calon
2. Manfaat Teoriti
a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan imu hukum di
Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
b. Sebagai pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas
Syariah dan Ilhu Hukum IAIN Padangsidimpuan mengenai pemilihan

kepala daerah satu pasangan calon yang ditinjau dari figh siyasah.

3. Manfaat Praktis
a. Sebagai masukan komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14
Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah satu pasangan calon yang
ditmjau dari figh siyasah.
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lan yang akan melakukan
penelitian sejenis.
F. Batasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan i, maka penulis
memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya
adalah sebagai berikut :

1. Komparasi

11



Penelitian komparatif adalah’ penelitian yang sifatnya
membandingkan. Penelitian i dilakukan untuk membandingkan antara
yang satu dengan yang lain dengan fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang

diteliti berdasarkan pemikiran tertentu.

. Kepala Daerah

Kepala daerah adalah® pemerintah daerah baik didaerah provinsi
maupun kabupaten/kota yang merupakan senusif di daerah, sedangkan
DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten’kota merupakan lembaga
legislatif.: Kepala daerah adalah kepala daerah pemerintahan daerah yang
dipilh secara demokratis, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan
demokratis berdasarkan dengan pancasila, UUD 1945. DPRD adalah salah
satu  lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam

pemerintahan.

3. Figh Siyasah

Topik pembahasan i terdiri dari dua kata figh dan siyasah.Kata figh
secara leksikal berarti paham, tahu, dan mengerti. Secara etimologi figh
adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan
terhadap perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah dalam bahasa

adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadapperkataan

"http//Pengertian Penelitian Komparatifdiakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 20:08
WIB.
8http//Pengertian Kepala Daerahdiakses padatanggal 01 Februari 2018 pukul 11:30 WIB.
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maupun perbuatan, pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan
syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalinya yang
terperinci.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa yang berarti mengatur,
mengurus, dan memerintah.Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan
politk. Secara terminologis, siyasat mengatur atau memimpin sesuatu
dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa figh siyasah adalah menjelaskan
segala sebab musabab, Segala masalah dan aspek yang berkaitan antara
lain dengan asal usul negara dalam sejarah Islam , perkembangannya, dan
segala bentuk aspek hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan.

G. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang telah menyelesaikan skiripsi yang

berkaitan dengan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, yaitu adalah

sebagai berikut :

l.

Skripsi yang berjudul ‘“Pemilhan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan
Calon Tunggal dalam Pikada Serentak Tahun 2015 oleh Firman
Manan, S.IP, M.H Universitas Padjadjaran.

Skripsi yang berjudul ‘“Dmnamika Pemilhan Kepala Daerah dengan Calon

Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XI1/2015”

13



oleh Nur Rukiyanto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Calon Perseorangan dalam Pemilhan Kepala
Daerah” oleh FriscaKusuma Wardani Universitas Jember.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal” oleh
Dewi Wardah Ningsih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal”
oleh Adafiyah Universitas Islam Negeri Surabaya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian i adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga
sebagai penelitian doktrinal yaitu sesuatu penelitian yang menganalisis
hukum baik itu secara tertulis yang ada didalam buku maupun secara
hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.’Metode
perelitian i merupakan  imiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logka keilmuan hukum dari sisi normatifiya.Logika
keilmuan dari penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin imiah dan

cara-cara kerja imu hukum normatif yaitu imu hukum yang objeknya

’ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press,
2007), hlm. 57.
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hukum itu sendiri Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-
sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan

beberapa buku yang terkait dengan apa yang diteliti.

2. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut'” :
a. Bahan hukum primer
Data yang diperoleh dari hasil penelitian normatif i diambil
dari sumber data aslnya dan tidak ada perantaraan melalui lisan
(wawancara).
b. Bahan hukum sekunder
Data sekunder, data yang diperoleh dari penelitian bahan
pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai
berikut :

(1) UUD 1945.

1OBabang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
hlm. 116.
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(2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan
Umum dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) UU No. 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan
Umum dalam Pemilhan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati
dan Calon Bupati, Walikota dan calon Walikota dengan satu
pasangan calon.

(4) UU No. 12 Tahun 2015 tentang perubahan KPU UU No. 9
Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Gubernur atau
Calon Gubernur.

(5) Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PPU-XIII/2015.

(6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di
Indonesia  terkhususnya pemilhan kepala daerah dan wakil
kepala daerah.

(7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang pemilhan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

(8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1
Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walkota.
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(9) UU No. 22 Tahun 2007 tentang pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian
diperoleh melalui perantara. Untuk mendukung dan mendapatkan
mformasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Selain itu bahan yang digunakan juga menggunakan Al-

Qur’an, hadist, dan jurnal

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitiannya adalah berdasarkan uraian-uraian latar
belakang masalah, maka penulis menggunakan spesikasi penelitian yang
bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan
untuk membandingkan terhadap pasal-pasal yang ingin diteliti yang
terdapat di dalam udang-undang yaitu pasal 52 ayat 2 dengan pasal
3.Serta memecahkan permasalahan terhadap pasal 52 ayat 2 dengan pasal
3 terkait dengan pencalonan dengan satu pasangan calon.Sedangkan
penelitian yang bersifat analisis yang bertujuan untuk menganalisis

permasalahan yang ada dalam penelitian.

4. Metode Pendekatan

17



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan
menggunakan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan yang
berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015
yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif memang
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan dengan menalaah
pasal yang berkaitan dengan satu pasangan calon, dan menelaah
bagaimana konsep sivasah mengenai satu pasangan calon dalam ilmu
hukum dan agama. Dalam medote pendekatan perundang-undangan
penelitt yang harus memahami asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan yang merupakan hukum tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan
yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut
Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan
penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan antara
hukum yang bersifat deskriftif yang tujuan utamanya adalah untuk
mendapatkan  informasi dan perbandingan hukum terapan yang
mempunyai sasaran tertentu' .

5. Metode analisis data atau bahan hukum

"peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana, 2005), him. 172.
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Metode yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada

hakikatnya menggunakan analisis komparatif atau analisis perbedaan

yaitu untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya

atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih, membedakan antara

undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya'’. Analisi

normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dai analisis yuridis normatif

adalah sebagai berikut :

a.

Merumuskan asas-asas hukum baik itu dari data sosial maupun data

dari hukum positif tertulis.

Merumuskan pengertian-pengertian hukum.

Membentuk standar-standar hukum.

Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Meskipun tidak empiris namun tetap merupakan karya imiah.

Untuk itu metode analisis data yang digunakan setelah semua data
terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan
sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu.
Kemudian analisis secara kualitatif untuk mengelolah data yang
berbentuk  putusan-putusan  dan  pendapat-pendapat  sehingga

memerluka penjabaran melalui uraian-uraian.

12Iqbal Hasan, Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2004), him. 116.
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6. Teknk Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil sesuai dengan pendekatan
yang dilakukan.Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang
searah  dengan  pembahasan.Sehingga dapat diperiksa, menguji,
menganalisis bahan-bahan, dan mengklasifikasikan tersebut baik secara
primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan
alasan-alasan penulis untuk dapat membandingkan dalam rangka untuk
mendapatkan suatu  kesimpulan'®. Teknk pengumpulan data yang
umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan yang
menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan seperti diatas,
dibentuk sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan sistematika
pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berurutan dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan menyampaikan kerangka teori yang berkaitan dengan
pemilhan kepala daerah yang meliputi kepada proses pemilhan kepala

daerah, syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan asa-asas pemilihan .

13 Burhan Burgin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), hlm. 131.
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Bab III merupakan menyapaikan kerangka teori terkait denga pemilihan
kepala daerah ditinjau dalam Islam, yaitu meliputi pada masa Khulafa Ar
Rasyidin, masa Umaiyyah, masa Abbasiyah, dan pada masa Turki Utsmani.

Bab IV merupakan uraian tentang temuan/hasil penelitian. Pada bab i
akan diwraikan tentang komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14
Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah satu pasangan calon berdasarkan

Al-qur’an dan hadist, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab V merupakan penutup dari uraian dan analisa terdahulu yang dari kesimpulan
terdiri dari saran-saran.
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BAB II

PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pemilihan Kepala Daerah

1.

Proses Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut
sebagai kepala daerah. Dimana disetiap provinsi diaktakan sebagai
Gubernur, untuk kabupaten dikatakan sebagai Bupati, dan untuk kota
disebut sebagai Walikota. Yang mana disetiap daerah diantu oleh setiap
wakil-wakilnya'. Pemilhan kepala daerah ada perbedaan substansial
antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang pemerintahan
daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses
pemilihannya  dilakukan secara  demokratis. Dasar  konstitusional,
pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan UUD 1945 pada Pasal
18 ayat (4) menyatakan :Gubernur, Bupati Walkota masing-masing
sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara demokratis.

Undang-undang memandang bahwa pemilhan kepala daerah dan wakil

1http//www.scribd.com.doc.ProsesPemilihan Umum diaksestanggal 15 April 2018 pukul

10:05 WIB.



kepala daerah secara demokratis’ dapat dilaksanakan dengan dua cara,
yang pertama pemilhan oleh DPRD, dan yang kedua pemilhan secara
langsung oleh rakyat.

Dalam pemilhan kepala daerah seperti Gubernur,Bupati, dan/atau
Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipith melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, maka dalam ketentuan UU
No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung®. Perubahan
konstelasi sistem pemilhan mi menyebabkan semua pihak terutama
dikalangan para politiess dan elis daerah harus memasang kuda-kuda
dengan baik jika ingin bertarung dalam pemilihan pemimpin daerah.

Dalam Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa kepala
daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, adil, rahasia, dan umum.
Pasangan calon diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik.
Pemilhan  kepala  daerah  diselenggarakan oleh KPUD yang
bertanggungjawab kepada DPRD dalam tugasnya menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilhan kepala daerah dan® untuk mengawasi

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

*Titik Triwulan Tatik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 270.

*Dr. Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 259.
* Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 133.



Sedangkan menjadi kepala daerah, seseorang diharuskan untuk
memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar kepala daerah selalu
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha FEsa, memiliki etkka dan moral,
berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan,
berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepala
daerah disamping sebagai pemimpin pemerintahan, namun sekaligus
adalah pemmmpin daerah dan mengayomi masyarakat sehingga kepala
daerah harus mampu Dberfikir, bertindak, dan bersikap lebih
mengutamakan  kepentingan rakyatnya. Kepala daerah pun harus
memiliki sikap yang arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral

Dalam asas pelaksanaan dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
I dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan
setiap wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah yang disebut
Gubernur untuk Provinsi dan Ibu Kota Negara (Daerah Tingkat I), dan
Bupati untuk Kabupaten dan Walikota Madya untuk kota Madya (Daerah
Tingkat II). °Adanya dua fingsi kepala daerah yaitu fungsi sebagai
kepala daerah Otonom yang memimpin menyelenggarakan dan
bertanggungjawab sepenuhnya tentang berjalannya pemerintahan daerah

dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin menyelenggarakan

*Hamid S. Attamimi, [lmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius JI. Cempaka 9) hlm. 88.



urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di
daerah.
2. Syarat-syarat Untuk Menjadi Calon Kepala Daerah
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara

Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut® :

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD Republik
Indonesia 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta
pemerintahan.

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas
dan/atau  sederajatnya. Dengan menunjukkan ijazah asli dan
melampirkan I[jazah SMA.

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Dengan menunjukkan Kartu
Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran.

e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
penyeluruh dari tim dokter.

f Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun atau lebih.

®Ibid., hlm. 134.



g Tidak sedang dicabut hak pilhnya berdasrkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum.

h. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat di daerahnya.

Sedangkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang diatur dalam kitab undang-undang otonomi daerah dalam kitab I

yang mempunyai syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala

daerah yaitu adalah sebagai beikut ’:

a.

b.

Pimpian fraksi melakukan penjaringan bakal calon.
Masing-masing fraksi memilh dua orang diantara bakal calon
sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat satu untuk
ditetapkan menjadi satu pasang bakal calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

Pasangan bakal calon disampaikan oleh pimpmnan fraksi kepada
pmpinan DPRD

dalam rapat paripurna DPRD.

Apabila salah seorang pasangan calon berasal dari Pegawai
Negeri Sipill (PNS) atau TNI, yang bersangkutan wajib
memberitahukan perihal pencalonannya oleh fraksi kepada

pemimpin instansi induknya.

"Kansil, Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Kitab I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006),

him. 196.



f Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan
pasangan bakal calon yang diajukan oleh fraksi lain.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan  pemerintahan daerah adalah presiden dan
dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap kepala
pemerintahan daerah yang disebut sebagai kepala daerah, untuk provinsi
disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untukkotadisebut
walkota. Yang mana tugas kepala daerah adalah memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah, melaksanakan tugas dan wewenang lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan®. Begitu juga dengan wakil
kepala daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam
mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, meninjaklanjuti
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan

memperdayakan perempuan dan pemuda, dan lain-lain.

4. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pemilhan kepala daerah yang tujuannya diselenggarakan

untuk tyjuan memillh wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk

8Ibid., hlm. 55.



membentuk  pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh

dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana

diamanatkan dalam UUD RI 1945. Adapun asas dari pemilhan umum

adalah sebagai berikut’ :

a.

Langsung

Rakyat sebagai pemilh mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya
tanpa adanya perantara.
Umum

Pada umumnya semua warga negara yang —memenuhi
persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak untuk mengikuti
pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara
tanpa diskrimmnasi berdasarkan suku, agama, golongan, ras, jenis

kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial

b. Bebas

Setiap warga negarayang berhak memilih bebas menentukan
pilhannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya,

’Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,

2008), hlm. 261.



sehingga dapat memilh sesuai dengan kehendak hati nurani
kepentingannya.
c. Rahasia
Dalam  memberikan  suaranya, pemih dijamn bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan
jalan apapun. Pemilh memberikan suaranya pada sura suara
dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun
suaranya diberikan.
d. Juur
Dalam  penyelenggaraan  pemilhan, setiap  penyelenggara
pemilu, aparat pemerintah peserta pemilu, pengawas pemily,
pemantau pemilu, seta semua pihak yang terkait harus bersikap

dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Adi
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilh dan peserta
pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan
pihak manapun.

B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015



Pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan ditahun 2015,
menjadi awal sejarah di negara Republik Indonesia'® melaksanakan pemilihan
kepala daerah serentak pada bulan Desember 2015'!. Dalam hal ini justru ada
keuntungan dan kelemahan dalam melaksanakan pemilihan serentak.

Keutungan dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 menurut
Direktorat ~ Jenderal —Otonomi Daerah  Kementerian dalam  Negeri
Djohermansyah mengungkapkan sebagai berikut :

1. Adanya pikada serentak maka perencanaan pembangunan lebih sinergi
antara pusat dan daerah.

2. Rakyat tidak perlu berulang-ulang kali untuk pergi ke bilk suara.

3. Tidak banyaknya tim sukses.

4. Bila ada sengketa, untuk dibatasi waktu jika sengketa melalui pengadilan,
sehingga tahapan tidak terganggu.

5. Penyelenggaraan hanya sekali atau dua kali melaksanakan pemilihan.
Yaitu pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Kelemahan dari pemilhan serentak i juga menurut Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Djohermansyah

mengungkapkan sebagai berikut :

1% Artikel yang berdudul “Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Kepala Daerah” oleh
Widayanti. 2010.

2 hitp// www.tribunnews.com.nasional-Pilkada — Serentak ~Memiliki ~Kelemahan —dan
Keuntungan diakses Tanggal 30 September 2018 Pukul 12:24 WIB.



http://.www.tribunnews.com.nasional-pilkada/

1. Pemilhan kepala daerah serentak dapat memenuhi criteria efektif dan
efisien apabila pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat
dengan satu pemilhan dengan dua kertas suara. Terkait dengan
pemilihan satu pasangan calon dihadapkan dengan dua kertas suara

dengan satu gambar kolom kosong.

Pengawasan pemilihan yang relatifakan mengalami kesusahan. Dan akan terjadi
kerusuhan dalam pemilihan kepala daerah yang akan mengancam stabilitas nasional
dan penanganan membutuhkan sumber daya yang besar dan biaya yang besar.



BAB III
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM ISLAM

A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam

1.

Pada masa Khulafa Rasyidin

Pada masa Khulafa Rasyidin kesadaran dan rasa tanggungjawab
sebagai penguasa yang mengemban sebagai amanah yang demikian
tingginya. Seperti pelantikan khalifath pertama yaitu Abu Bakar yang telah
dipilh sebagai seorang yang diamanahi (terpercaya) yang menggantikan
Nabi sebagai kepala negara. Sebagai khalifah yang pertama disebut
sebagai masa penetapan tiang-tiang hukum Islam'. Beliau telah membuka
kesempatan yang luas bagi warga Madmna untuk turut berperan dalam
mengawasi jalannya roda pemerintahan’. Nabi Muhammad tidak
meninggalkan  wasiat tentang siapa yang menggantikannya sebagai
pemimpin politik untuk Islam setelah beliau wafat.Beliau nampaknya
menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslmin sendiri untuk
menentukannya.

Karena itulah setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya
dimakamkan, sejumlah tokoh dari Muhajirimn dan Anshar berkumpul

dibalai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa

'H. Abuddin Nata, Masail Al figiyah, (Bogor: Kencana, 2003), him. 9.
’Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 175.



yang akan dipilh menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot
karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama
mereka berhak menjadi pemimpin ummat Islam. Namun dengan semangat
ukhuwah  Islamiah yang tinggl, akhinya Abu Bakar mendapat
penghargaan yang tinggi dari ummat Islam. Sehingga masing-masing
pihak menerima dan membaiatkannya®.

Sabagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar disebut sebagai
Khalifah ~ Rasulullah  (pengganti rasul) yang mana perkembangan
selanjutnya disebut sebagai khalifah saja. Abu Bakar dipilih atas dasar
kesepakatan karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mengakui
peristiwa Isra’ dan Mikraj. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun®.
Ketika Abu Bakar sakit yang sangat serius, ia segera memanggil para
sahabat untuk musyawarah tentang siapa calon yang akan
menggantikannya sebagai khalifah kedua. Yang hadir pada saat itu
beberapa tokoh yaitu Usman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu’adz
bin Jabal, dan kalangan Muhajirin dan Anshar. Dalam permusyawaratan
itu akhirnya Umar terpilh sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar”.
Cara yang ditempuh olech Abu Bakar menyelenggarakan pemilihan
penggantinya ketika ia masih hidup sebagian yuris memandang sebagai

hasil jjtihad perorangan dari Abu Bakar pada saat itu. Namun dilihat dari

*Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 35.
*Ibid., hlm. 36.
*Ibid., him. 177.



segi implementasi, prinsip yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah
musyawarah.

Ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia mewasiatkan khalifah bagi
Umar r.a dengan mengumpulkan penduduk di mesjid Nabi Muhammad
SAW. Kemudian ia berkata kepada mereka :“Apakah kalian menyetujui
orang yang aku tunjuk  untuk  menggantkan  kedudukanku
sepeninggalanku?  sesungguhnya aku, demi Allah telah bersungguh-
sungguh berdaya-upaya memikirkan tentang hal i, dan aku tidak
mengangkat seorang dari sanak keluargaku, tetapi aku telah menunjuk
Umar bin Khattab sebagai penggantiku, maka dengar dan taatlah
kepadanya”,

Orang banyak pun berkata °Sami’na wa atha’na (Kami dengar
dan kami taat)”.

Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, ketka Umar bin
Khattab hendak melakasankan haji ditahun hidupnya yang terakhir dan
beliau mendengar bahwa seorang telah  berkata :’“Sekiranya Amirul
Mukminin (yakni Umar) meninggal dunia, niscaya aku akan membaiatkan
si fulan, sebab baiat kepada Abu Bakar adalah suatu peristiwa yang terjadi
secara tba-tiba, dan ia telah berlangsung engan baik dan sempurna”.

Maka Umar pun berkata : “Aku akan berpidato kepada rakyat banyak pada

*Abu A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: JIn. Yodkali No. 16, 1997), him.
112.
"Ibid., him. 116.



sore hari ini dan akan mengeluarkan peringatan kepada sekelompok orang
yang ingin memaksakan kehendak mereka atas rakyat”.

Dan kata Umar ’Sesungguhnya kami waktu itu tidak mempunyai
piihan lam yang lebih kuat dari melakukan baiat kepada Abu Bakar.
Sekiranya kami meninggalkan tempat ini sebelum melaksanakan baiat,
kami khawatir bahwa mereka akan melangsungkan suatu baiat lainnya
dan setelah itu kami hanya dapat mengikuti mereka dalam sesuatu yang
kami setujui, atau kami menentang mereka. Maka keonaran pun pasti akan
terjadi. Maka dari itu barang siapa yang membaiatkan seseorang tanpa
adanya musyawarah dengan kaum muslimin, hendaknya dia jangan dikuti
dan jangan pula dikuti oleh orang yang telah dibaiatkannya, sebab
keduanya akan terancam akan dibunuh”.

Pada akhirnya telah diputuskan oleh panitia untuk menyerahkan
urusan  khalifah i kepada Abdurrahman bin A’uf®. Maka iapun
berkeliling menanyakan siapakah yang lebih dapat diterima oleh banyak
orang, sampai-sampai ia juga bertanya pula kepada kafilah-kafilah yang
sedang pulang dari haji, dan ia pulang berkesimpulan setelah mengadakan
referendum umum. Bahwa kebanyakan rakyat condrong kepada Sayyidina
Ustman bin Affan. Berdasarkan itu, iapun dipilih sebagai khalifah atas
kaum muslimn dan dibaiat dihadapan orang banyak dalam suatu

pertemuan umum.

81bid., him. 114.



Setelah peninggalan Umar pada akhinya Ustman bin Khattab
menjadi khalifah yang ketiga melalui proses lain lagi, tidak sama dengan
Abu Bakar dan tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh
sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar
sebelum dia wafat. Pada pertengahan tahun kesebelas semenjak Umar
menjabat sebagai khalifath dia mengalami luka-luka berat akibat enam kali
tlkkaman seorang Persia bernama Farius, yang lebih terkenal dengan nama
panggilan Abu Luluah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh
masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjukkan
penggantinya’.

Namun pada akhinya, Ali bin Abu Thalb diangkat menjadi
khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh
lebih sempurna. Setelah pemberontakan pembunuhan Ustman bin Affan,
mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Tidak
semua masyarakat Madina mendukung AliNamun muncullah tiga orang
senior dan berbaiat kepada AL'°. Dan orang yang pertama yang
membaiatkan Al adalah Thalhah bin Ubaidillah.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara
pemilihan terhadap Abu Bakar dan Ustman dan pemilhan terhadap Al

Dalam pemilhan dua terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah

® Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran, (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia Ul-Press, 1993, hlm. 21.
"Ibid., him. 27.



yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpiih dan diputuskan
menjadi  khalifah, orang-orang tersebut dapat menerimanya dan ikut
berbaiat serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu

Bakar maupun terhadap Ustman.

2. Pada Masa Umaiyyah

Memasuki masa kekuasaan Umaiyyah yang menjadi awal
kekuasaan Bani Umaiyyah yang bersifat demokratis berubah menjadi
monarchiheridetis  (kerajaan turun temurun). Kekhalifaan Umaiyyah
diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui
pemilhan ataupun suara terbanyak''. Namun suksesi pemilhan melalui
turun temurun ketika Muaiyyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk
menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Kekuasaan Umaiyyah
berumuran kurang lebih 90 tahun Ketika Yazid menaiki tahta, sejumlah
tokoh terkemuka di Madmah tidak mau menyatakan setia kepadanya.
Yazid kemudian mengrimkan surat kepada gubernur Madinah,
memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia
kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk. Kecuali Husen

Ibn Ali dan Abdullah Ibn Zubair.
Ibu kota negara dipindahkan Muaiyyah dari Madmna ke

Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya.

"Nasir Budiman, kepemimpinan dalam Islam, (Medan, Jin. Perdana No. P3, 2003), hlm. 92.



Khalifah pertama yang besar di dinasti Muaiyyah adalah Ibn Abi
Sopyan (661M-680M). Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah
mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan
kepala negara secara penunjukan. Selan itu, Bani Umaiyyah juga
melakukan  berbagai penyempurnaan dibidang administrasi negara
(birokrasi). Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen yaitu
Diwan al-jund (militer), Diwan al-kharaj (perpajakan dan keuangan),
Diwan  al-rasa’il  (surat-menyurat), Diwan al-khatam (arsip dan
dokumentasi negara), dan Diwan al-barid (pelayanan pos dan registrasi
penduduk)'?. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani
Umaiyyah dibagi menjadi lima propinsi besar, yaitu antara lain :

a. Hijaz, Yaman, dan Arabia.
b. Mesir bagian utara dan selatan.
c. Mesopotamia, Azebaizan, dan Armenia.
d. Afrika Utara dan Spanyol
e. Prancis bagian selatan.
3. Pada Masa Abbasiyah
Kekuasaan  dinasti  Abbasiyah  atau  khilafth  Abbasiyah,

sebagaimana  disebutkan, = melanjutkan  kekuasaan  dinasti  Bani

Y hitp /ftirto.id delusi-Negara Khilafah, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 21: 55
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Umaiyyah'’. Dikatakan dinasti Abbas karena para pendiri dan penguasa
dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas yaitu Abu Abbas Abdullah bin
Abdul Muthalib paman dari Rasulullah kakak dari ayahanda Nabi
Muhammad SAW. Dmasti Abbasiyah didirkkan oleh Abdullah Al-Saffah
ibn Muhammad in Al bin Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaan
berlangsung dengan rentang waktu yang panjang. Daulah Abbasiyah
dimulai pada tahun 120-350 H atau 737-961 M.

Kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifath Dinasti Bani Abbas
yaitu al- manshur adalah memindahkan ibukota pemerintahan ke Baghdad
pada tahun 76 2 M. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh khalifah Abbas
dalm menjalankan roda pemerintahannya'®. Yaitu dengan mengacu empat

aspek, antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Khilafah
Bani Abbas mempersatukan kekuasaan antara agama dan
politik. Khalifah memerintah berdasarkan atas mandat Tuhan dan itu
bukan pilhan dari rakyat. Oleh karena itu kekuasaannya adalah suci
dan mutlak harus dipatuhi oleh ummat. Menurut prinsip ini aspek dari
kekhalifaan yaitu bersifat absolute dan tidak boleh digantikan sampai

akhir ayat (meninggal dunia).

Pbid., him. 95.
"hitp //ejournal.unida.gontor.ac.id-Potert Kekhalifaan Islam, diakses pada tanggal 02
Agustus 2018 pukul 15:40 WIB.
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b. Aspek Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang
memantau tugas kepala negara, sedangkan wazir adalah orang yang
membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

c. Aspek Hijabah

Hijjabah adalah penghalang dan hajib (petugas), hijab berarti
pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar
tidak semua orang bebas untuk bertemu dengan khalifah.

d. Aspek Kitabah

Membentuk jabatan katib untuk mengkordinir masing-masing
departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katb bertugas
untuk mengawasi administrasi departemen dan menjalankannya sesuai
dengan petunjuk khalifah dan wazir.

Selam dari empat aspek tersebut untuk urusan daerah
(propinsi), khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah (amir)
yang bertugas sebagai pembantu tugas-tugas mereka.

4. Pada Masa Turki Usmani
Dinasti ini didirkan oleh suku nomad Kayi yang dipimpin oleh
Sulaiman Syah yang menyelamatkan diri dari serangan mongol Pendiri

kerajaan ini adalah bangsa Turki dari Kabilah Oghuz!’, yang mendiami

hlm. 169.

SMohammad Daud Ali, Sejarah Hukum Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),



daerah mongol dan daerah utara negeri Cina. Kerajaan Turki Usmani
muncul disaat Islam berada dalam era kemunduran pertama.Berawal dari
kerajaan kecil kemudian mengalami perkembangan yang pesat, dan
sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah
kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa
bagian timur. Dinasti Usmani yang bersifat demokrasi yang kemudian
berubah menjadi aristokrasi dan monarki.

Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup
panjang sejak tahun 1299-1924 M. kurang lebih dari enam abad (600
tahun)'®. Dalam rentang waktu yang cukup panjang kerajaan Turki
Usmani mengalami dinamika yang selalu menghadirkan format dan ciri
khas yang baru dalam pemerintahan, bahkan merupakan penyelamat dan
bebas dunia Islam dari kekacavan yang berkepanjangan terutama dibidang
hukum. Karena sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kekuasaan Turki
Usmani tidak hanya terbatas kekuasaan wilayah melainkan agama.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, penguasa imperium
Usmani bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus. Sultan untuk masalah
duniawi sedangkan khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang
diambil negara terlebith dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam
lembaga Divan-I Humayun. Yaitu lembaga pusat organisasi pemerintahan

dalam masalah keagamaan, Usman juga dibantu oleh mufti dangadi.Mufti

%1bid., him. 181.



sebagai penafsir hukum dan qadi adalah sebagai pelaksananya.Sultan
berhak membuat undang-undang sendiri.

Dalam peraturan yang dibuat oleh Sultan dmnamakan sebagai
Qanun yang memilki tiga kategori, yaitu sifatnya khusus pada topik
tertentu, mengacu pada wilayah dan secara umum diterapkan dalam
kerajaan. Dan Sultan dibantu gadi dan bey dalam sistem pemerintahan
didaerah. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan menjadi wakil

sultan dalam bidang eksekutif.

B. Syarat-syarat Pencalonan dalam Islam

Adapun syarat-syarat pencalonan legal bagi kelompok imamah

(kelompok) ada tujuh, antara lain'” :

1. Adil berikut dengan syarat-syarat yang menyeluruh.

2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjjitthad di dalam
berbagai kasus dan hukum.

3. Memilki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut
sehingga 1a dapat secara langsung menangani persoalan yang

diketahuinya.

17A1-Mawardi, Al-ahkam Al Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, (Jakarta:
Qisthi Press, 2014), hlm. 3.



4. Memilki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat
menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan tepat.
5. Memilki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan
mengurusi berbagai kepentingan.
6. Memilki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu
melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silisilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan jma’.
C. Sumber Hukum
Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam.
Tugas kepemimpman sesungguhnya telah disinggungkan dalam konteks
orang-orang yang beriman yag diberikan kekuasaan dimuka bumi ini'®. Disini
akan dilhat dari konteks kepemimpinan yang dilaksanakan oleh
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai
pelaksana ajaran politk yang diajarkan oleh Al-Qur’an. Dalam memilih imam
Islim  mengemukakan prinsip musyawarah, prinsip musyawarah i

disebutkan dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam Q.S As-Syurah ayat 38 :
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"¥Abd. Muin Salim, Figh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995), him. 202.



Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan musyawarah
antara mereka, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.

Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :
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Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan beberapa urusan dan
bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan dirimu
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayai
diri.

Dalam Q. S An-Nisa ayat 59 :
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ull amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun hadist yang berkaitan adalah sebagai berikut :
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Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya,
maka penuhilah. (H.R. Ibnu Majah).

‘L\A\A&‘}M}L&.\YJUJJ—\L’.MJ&L@ASS‘ \}J}M@\J.\H\b\j‘)
Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah
hanya mengandalkan pendapat otak saja. (HR. Ath-Thabrani).



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon
Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai
pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah
yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan.'Pemilihan
umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasikan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945. Penyelenggaraan pemilihan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam terwujud
pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Pemilihan kepala daerah adalah suatu proses dimana para pemilih
memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politk didalam daerah
masing-masing’. Tujuan ini dilaksanakannya pemilihan kepala daerah adalah
sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan ini merupakan

suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu daerah terpilhnya anggota

'Dasim Budimansyah danDikdik Baehaqi Arif, Pemilihan Umum, (Bandung: PT Genesindo,
2008), hlm. 1.

’Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Sastra
Hudaya, 2000), hlm. 330.



Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Berdasarkan ketentuan pasal 2 UU
Penyelenggaraan ~ Pemilhan umum.  Penyelenggaraan  pemilhan  umum
berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.
1. Proses Penetapan Calon menurut Peraturan Perundang-undangan
Pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan serentak pada tahun
2015. Ajang pesta pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang diikuti oleh
9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota atau 269 daerah baik itu memilih
gubernur atau bupati/walikota. Dalam® mencalonkan kepala daerah dan
wakil kepala daerah diusulkan dalam satu pasangan calon oleh partai
politik atau gabungan partai politk, yang memenuhi persyaratan perolehan
kursi 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara
nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini dilakukan secara
demokratis dan terbuka.
Adapun penetapan calon berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 yaitu* :
a. Dengan mendaftarkan calon peserta ke Komisi Pemilihan Unmum.

b. Dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

*https://nasional.kompas.com-Pilkada, dan Demokrasi Indonesia diaksespada tanggal 25
Agustus 2018 Pukul 13:45.
*Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015.
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Partai politk atau gabungan partai politk dapat mengumumkan bakal
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum menetapkan calon
anggota. Adapun pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik
atau gabungan politk ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain
dan sekretaris jenderal atau nama lain serta pasangan calon yang
bersangkutan.

. Partai politkk dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada
proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal
partai politikk terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud,
maka partai politkk yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada
periode berikutnya.

Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan
sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal salah satu calon dari bakal calon, ada pasangan calon yang
berhalangan tetap sampai dengan tuyjuh hari sebelum bakal calon
ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka
partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusungkan bakal
pasangan calon pengganti.

Dalam penetapan, KPU menetapkan dalam sidang pleno tertutup dan
mengumumkan nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat
sebagai peserta kepala daerah dan wakil kepala daerah, satu hari setelah

selesai vertifikasi.



h. Penetapan nomor urut pasangan calon sebagaimana yang dilaksanakan
secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh
pasangan calon, satu hari setelah penetapan dan mengumumkan nama
pasangan calon.

i Didalam UU juga menegaskan, bahwa partai politk atau gabungan
partai politikdilarang menarik calonnya/pasangan calon yang telah
ditetapkan oleh KPU. Selain itu, bakal pasangan calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
oleh KPU.

j. Setelah ditetapkannya sebagai pasangan calon, maka pasangan calon
memperkenalkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan misi dan
Visi

k. Penetapan pasangan calon pemilhan kepala daerah dan wakil kepala
daerah pada tahun 2015. Proses penetapan pasangan calon berlangsung
di 261 daerah yang dengan rinci 9 provinsi, 219 kabupaten dan 33 kota,

dengan hasil sebagai berikut :

No Pasangan Tingkat Tingkat Tingkat | Total
calon Provinsi Kabupaten Kota
1. | a. Memenuhi 20 644 101 765
Syarat
b. Dukungan 19 544 81 644
Parpol
c.Perseorangan 1 100 20 121




2 a.Tidak 1 46 12 59
memenuhi
Syarat

b. Dukungan 1 19 2 22

parpol

c. Perseorang 0 27 10 37

an

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Satu Pasangan Calon

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).’Sejak berlakunya UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan
wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pilkada.Pikada
pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya UU
Nomor 22 Tahun 2007%entang penyelenggaraan Pemilihan Umum,
sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang
ni.

Adapun yang dimaksud pemerintahan daerah menurut UU Nomor

32 Tahun 2004 ’tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 2 menyatakan :

>Titik Triwulan Tatik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun
2004dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945, (Jakarta:Universitas Airlangga, 2005), hlm. 115.

6Undang—undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas



“ Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republk Indonesia (NKRI) sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945”. Yang dimaksud asas otonomi dan tugas pembantuan adalah

bahwa tugas pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat

diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri.

Sementara itu, di dalam pemerintahan daerah telah disebutkan dalam
undang-undang mengenai kepala daerah sebagai pemimpin daerah. Dalam
pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut :

a. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut
dengan kepala daerah.

b. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk provinsi
disebut gubernur, untuk kabupaten disebut sebagai bupati, dan untuk
kota disebut sebagai walikota.

c. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh

wakil kepala daerah.

otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas -luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

8Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 UU tentang Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.



d. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam salah satu
pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat unsur
pimpinan dan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan’.
Kepala daerah salah satu unsur tersebut, pemilihan kepala daerah semenjak
Indonesia merdeka hingga kini selalu berubah ubah mengikuti dinamika
yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah semenjak reformasi identik
dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yakni terdiri dari
desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan (madebewind).
Kepala daerah memilki peran yang signifikan untuk suksesnya tujuan
negara melalui tugas dan kewenangannya yang telah di atur dalam undang-
undang, sehingga kepala daerah dilakukan secara demokratis secara amanat
UUD NRI 1945 dimana pemilihan secara demokratis yang semula dipilih
melalui  DPRD berganti pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti
pemilhan Presiden Republik Indonesia. Khusus untuk provinsi Daerah
Isttmewa Yogyakarta (DIY) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
melalui penetapan setelah disahkan undang-undang keistimewaan DIY.
Makna pemilhan dapat dilakuan secara tidak langsung dan
langsung  dengan  melihat  kekhususan dan  keistimwaan  suaru
daerah.Pengaturan pemilihan kepala daerah pada umumnya berlaku sama

dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12

°Ibid. him. 118.



Tahun 2008'’, kecuali empat provinsi yang bersifat istimewa dan khusus
memilki undang-undang khusus dan istimewa, yaitu: DKI Jakarta, DIY,
Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua.

Terkait dengan pelakasaan pemilhan ''kepala daerah dengan satu
pasangan calon ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro
mengatakan tak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan
pemilihan dengan satu pasangan calon dengan dua pasangan calon atau
dengan beberapa pasangan calon. Pikada ini sama-sama dilakankan sama
seperti daerah yang lain, dan pada hari yang sama. Adapun yang
membedakannya dari daerah satu pasangan calon mi yaitu terkait dengan
surat suara. Pada surat suara tersebut akan ada dua kolom yakni kolom
yang memasang foto pasangan satu calon dan yang satu lagi dengan satu
kolom kosong. Masyarakat diberi dua pillhan memilh pasangan calon

yang ada atau memilih dikotak kosong dalam surat suara.

1OUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

11http.'//www.Kompas .Nasional.Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon
diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21:21.



<. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan

Calon

SURAT SUARA

TAHUN | CETAK TAHUN )

Coblos pada:
Foto Pasangan Calon atanx Kolom Kosong Tidak Bergambar

3. Yang Memilih dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon

Pemilihan umum adalah proses memilh orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu. Pejabat tersebut bermacam —macam seperti
pemilihan Presiden dan wakil presiden, wakil rakyat'? di berbagai tingkat
pemerintahan, sampai kepada kepala desa.Pemilhan merupakan salah satu
usaha untuk memngaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa). Terkait
dengan pemilhan kepala daerah dalam pemilihan dengan satu pasangan
calon.Yang berhak dalam pemilhan dengan satu pasangan calon yaitu

rakyat.

“HR Syaukani, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), hlm. 68.



Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat,'*bahwa  pemilihan
kepala daerah yang hanya dikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi
yang lebih tepat apabila dengan meminta rakyat sebagai pemilih untuk
menetukan pilhannya dengan mekanisme ‘setuju’ atau ‘tidak setuyju’
dengan satu pasangan calon tersebut. Dan apabila suara rakyat lebih
banyak memilh ‘setyju’ maka satu pasangan calon tersebut ditetapkan
sebagai pemenang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu
juga sebaliknya, apabila suara rakyat lebih banyak memilh ‘tidak setuju’
maka pemilhan kepala daerah ditunda sampai adanya pikada serentak
berikutnya.

Dengan adanya mekanisme (setuju atau tidak setuju) itu, dalam hal
ini amanat untuk memilh dan dipilh, serta amanat bahwa pemilihan
kepala  daerah  dapat  dilaksanakan  secara  demokratis  sudah
terwujud.*Karena pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat untuk memilh  kepala  daerah  secara  langsung dan
demokratis.Karena itu, pemilhan kepala darah harus menjaminkan
terwujudnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat'>. Mekanisme

seperti ini, menurut Mahkamah Konstitusi lebih demokrasi dibandingkan

13httns://www.liputané.com-CalonTunggal Dipilih dengan Setuju atau Tidak Setuju dikases
pada tanggal 10 September pukul 15:21 WIB.
"Iza Rumester R.S dalam Artikel “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi” di
Jurnal Konstitusi.
> Abba Gabrillin dalam Artikel * MK: Calon Tunggal dipilih Melalui Kolom ‘Seteju’ atau ‘Tidak
Setuju’.



https://www.liputan6.com-calon/

dengan menyatakan menang secara aklamasi amanat konstitusi yang
menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal i hak
untuk dipilh dan memilih, serta amanat agar pilkada dilaksanakan secara

demokratis dapat diwujudkan.

SUARA 1107 540H PADA

SURAT SUARA PILKADA 2015 -

UNTUK PASANGAN CALON TUNGGAL

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah dipilih atas dasar

demokrasi.Ketentuan ini terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang

1945.

16Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) UUD



menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.Pemilhan umum secara langsung oleh rakyat merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan
negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NKRI
1945 Penyelenggaraan pemilhan umum secara langsung, umum, rahasia,
adi, bebas, dan juur dapat terwuyjud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai  integritas,
profesionalitas, dan akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKUP) Nomor 2
Tahun 2017'7 tentang daftar pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati
dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat yaitu antara lan :
a. Genap berusia 17 tahun.
b. Tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya.
c. Tidak sedang dicabut hak pih oleh pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan denga Kartu Tanda
Penduduk (KTP) elektronik.
e. Dalam hal belum memilki KTP elektronik dapat menggunakan surat
keterangan dari dinas yang menyelenggarakan masalah kependudukan

dan catatan sipil.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.



4. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon

Ketentuan yang tertuang dalam 'UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam pasal 109 yaitu “ ayat (1)
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil
gubernur terpilh. Ayat (2) dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang
sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang
memperoleh dukungan pemilh yang lebih merata penyebarannya di
seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan
calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Dalam aturan mainnya,
calon satu pasangan dinyatakan menang apabila mendapatkan suara lebih
dari 50% dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50% dari suara sah,

maka yang menang adalah kolom kosong.

5. Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015
Komparasi terhadap UU No.l Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun
2015 yaitu :

a. Perbedaan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015

No. | UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 14 Tahun 2015

1. | UU No. 1 Tahun 2015| UU No. 14 Tahun 1015 yang

"®UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 109 ayat (1) dan (2).



yang terdapat dalam pasal
52 ayat (2) menyatakan
bahwa pemilhan kepala
daerah harus mempunyai
syarat dengan dikuti oleh
dua pasangan calon.

terdapat dalam pasal 3
menyatakan adanya satu pasangan
calon dengan kondisi tertentu.

Disahkannya dan
diundangkan UU No. 1
Tahun 2015 pada tanggal
02 Februari 2015 yang di
tandatangani oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik
Indonesia  Yosanna  H.
Laoly.

Disahkan dan dundangkan UU
No. 14 Tahun 2015 pada tanggal
05 Desember 2015 oleh Ketua
Komisi Pemilhan Umum Husni
Kamil Manik.

b. Persamaan UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU NO. 14 Tahun 2015

yang dikasanakan  dengan
hari yang sama didaerah yang
telah ditentukan. Yang
membedakannya adalah
terkait dengan surat suara.
Pada  suarat suvara dua
pasangan calon dihadapkan
dengan dua kolom yakni
memasang  foto  pasangan
calon keduanya.

No. UU NO. 1 Tahun 2015 UU No. 14 Tahun 2015

I. | Sama sama peraturan yang| Sama-sama  mengatur  tentang
mengatur tentang pemilihan | pemilihan kepala daerah.
kepala daerah.

2. | Pelaksanaan pemilihan | Pelaksanaan ~ pemilhan  kepala
kepala daerah dalam UU No. | daecrah  satu  pasangan  calon
1 Tahun 2015 yang dikuti | dihadapkan dengan surat suara
dengan dua pasangan calon | dengan dua kolom juga tetapi

memasang foto pasangan calon
dengan kolom kosong. Masyarakat
diberi memilh dua pilhan antara
foto satu pasangan calon atau
kolom kosong.




3. | Persamaan terhadap kedua
undang-undang i yakni
dalam UU No. 1 Tahun 2015
sama-sama mengatur tentang
peraturan  pemilihan kepala
daerah.

UU No. 14 Tahun 2015 juga
mengatur tentang peraturan
pemilihan kepala daerah.

4. |UU No. 1 Tahun 2015
dengan dua pasangan calon
dinyatakan menang apabila
mendapatkan suara terbanyak
50% + 1 dari suara sah. Dan

UU No. 14 Tahun 2015 dengan
satu pasangan calon dinyatakan
menang apabila menang apabila
mendapat suara terbanyak 50% +
1 dari suara sah. Maka apabila

siapa  yang  mendapatkan | kurang dari suara sah maka yang

suara  terbanyak  diantara | menag adalah kolom kosong.

salah satu pasangan calon | Namun apabila satu pasangan

dialah yang akan menjadi| calon tidak memenuhi suara

pemenang. terbanyak maka akan dilaksanakan
pemilihan kembali dengan
membuka pendaftaran pasangan
calon.

5. | UU No. 1 Tahun 2015 dalam | UU No. 14 Tahun 2015 juga
syarat dan  pelaksanaan | dalam syarat dan pelaksanaan
pendaftaran  calon  kepala | pendaftaran calon kepala daerah
daerah dilaksanakan di | dilaksanakan di Komisi Pemilihan
Komisi  Pemilhan ~ Umum [ Unmum (KPU).

(KPU).

Islam adalah agama yang dianugrahkan kepada

B. Analisa Figh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Daerah

seluruh ummat

manusia melalui seorang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang




tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.Sebagai
anugrah dari Allah SWT tentunya segala sesuatu yang ada didalamnya adalah
murni hanya untuk kepentingan ummat, karena Allah adalah dzat yang suci
dari tujuan-tuyjuan dzatnya.Sedangkan dalam konsep negara Islam, syariat
telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Manusia telah
diberi tugas dan amanatuntuk memelhara tata kehidupan di muka bumiAgar
keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan tetap berfungsi efektif bagi
kepentingan, tuyjuan dan misi keberadaan manusia (ibadah dan khilafah), maka
dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur
dan seimbang'’.

1. Timnjavan Figh Siyasah terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Islam, telah ada dasarnya yang menjelaskan tentang
pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu
persoalan yang menyangkut orang banyak atau kemasyarakatan.
Termasuk bagaimana metode dalam memilih seorang pemimpin diantara
mereka. Telah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. S As- Syurah
ayat 38 :

/
B T

Lujwwyv_afr 85Lall 15005 o) T plsaal el

s T

3
(20 Osha ;v-@-%)

Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan
musyawarah antara mereka, dan mereka menatkahkan dari sebagian
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :

" Abdurrahman Mas’ud, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), him.
205.
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Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan beberapa urusan
dan bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan
dirmu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

mempercayai diri.

Rasulullah sendiri tidak dengan mudahnya membawa ajaran
Islam, ketika beliau wafat Nabi tidak memberikan nasehat*’atau petunjuk
untuk mengganti penggantinya atau penerusnya, semua diserahkan
kepada ummat pada saat itu. Ditemukan beragam peristiwa yang
mengarah pada bentuk sebuah pemilihan. Diantara peristiwa yang terjadi
pada masa Rasululah SAW adalah salah satunya bai’'at an-nugaba
(wakil-wakil suku), Abu Bakar melalui proses penunjukkan yang dikuti
oleh sahabat-sahabat yang lan. Umar bin Khattab melalui penunjukkan
langsung dari Khalifath sebelumnya.

Menurut Imam Al-Maward?' pengangkatan imam atau pemimpin
hukumnya wajib berdasarkan Syariat, status wajibnya kepemimpinan
adalah fardhu kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Dalam syariat

jabatan kepemimpinan dianggap sah dengan dua cara yaitu pemilihan

2° Abdurrahman Taj. Al-Siyasat al-Syar’iyatwa al-Figh al-Islami, Mishr: Dar al-Ta’lif, 1953),
him. 225.
' Al-Mawardi dalam Buku Al-Ahkam AL Sulthaniyyah.



oleh ahlu al-agdi wa al-hald (parlemen) dan penunjukan oleh imam
sebelumnya. Perlu ditekankan ulang bahwa, partisipasi ummat dalam
menentukan pemimpin juga patut diperhitungkan, sehingga di level
terbawah pun rakyat memilki peranan penting dalam penentuan siapa
yang akan dijadikan pemimpin oleh mereka.

Dalam proses pemilihan khalifah®’ahl a-hall wa al-agd yang
bertugas mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin
pemerintahan. Karena merekalah yang berhak memilih khalifah yang
merupakan mewakili ummat (rakyat) dalam menentukan arah dan
kebijakan pemermntahan demi tercapainya kemaslahatan hidup ummat.
Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilhan kepala negara
dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota ahl a-hall wa al-
aqd. Mereka menganalogikan dengan sah akad nikah dengan seorang
wali dan dua orang saksi®’. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa
cukup seorang ahl a-hall wa al-aqd saja yang melakukan baiat terhadap
kepala negara. Sebagaimana Abbas melakukan baiat terhadap Ali untuk
menggantikan khalifah Ali Usman Bin Affan. Seseorang diangkat
sebagai khalifah melalui proses baiat.

Proses pengangkatan dan pembaiatan khalifah dapat dilakukan

dengan berbeda-beda. Mengaku kepada kepemimpinan Khulafa Ar

>’Mohammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi, Doktrin, Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya
Pratama, 2001), hlm. 137.
2 Ibid., him. 139.



Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Al
bin Abi Thalib. Seluruh sahabat dan menyetujui tata cara yang dilakukan
pada saat itu. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara yang
berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan
mstitusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan yang dilaksanakan
dalam hukum Islam. Dalam pembaiatan khalifah kedua yaitu Umar bin
Khattab yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ketika Abu
Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantar pada kematian, beliau
meminta pendapat kaum muslim untuk memnta pendapat mereka
mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya setelah peninggalannya.
Dalam musyawarah Abu Bakar menunjukkan calonnya untuk menjadi
khalifah sesudahnya, dan beliau jugalah yang dicalonkan®* oleh kaum
muslmin. Kaum muslimin berpendapat bahwa tidak ada orang yang akan
menempati kedudukan i kecuali Umar.

Abu Bakar ingin sekali menyelesaikan masalah penggantian dan
mencalonkan seorang pengganti, meskipun dari pengalamannya®> bahwa
Abu Bakar berpendapat bahwa tidak akan ada orang yang mengambil
tanggung jawab kekhalifian itu kecuali Umar. Karena ingin mengambil
pendapat umum, maka Abu Bakar mengumumkan kepada ummat

muslmin “apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan

% https://masuses.wordpress-Pencalonan Diri dalam Islam diakses pada tanggal 24 September
pukul 22:31.
**Farid Abdul Khaliq, Figh Politik Islam, (Jakarta: Jln. Sawo Raya No. 18, 2005), hlm. 29.
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sebagai pengganti saya?” kata khalifah. “saya bersumpah bahwa saya
melakukan yang terbaik dalam menentukan hal i, dan saya telah
memillh Umar bin Khathab sebagai pengganti saya. Dengarkanlah saya,
dan ikutilah keinginan-keinginan saya.”Mereka semua berkata serempak
“kami telah mendengar Anda dan kami akan menaati Anda.”

Dalam pelaksanaan pemilhan khalifah, setelah Abu Bakar
meninggal dunia kaum muslimin datang ke mesjid untuk membaiatkan
Umar bin Khattab untuk memangku jabatan kekhalifaan. Dengan artian
bahwa dengan baiat iilah Umar sah jadi khalifah ummat muslm. Karena
tidak akan sah seseorang menjadi khalifah kalau tidak dibaiatkan?®.Dalam
pencalonan satu pasangan calon, tentunya juga sudah pernah terjadi pada
masa Khulafa Ar Rasyidin, yang mana setelah sepeninggalan Abu Bakar
bahwa yang dicalonkan Abu Bakar dan kaum muslimin hanya Umar saja.
Dan setelah Abu Bakar meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab
dibaiatkan menjadi khalifah.

2. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No.
14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menurut Figh Siyasah

Tentunya dalam kedua udang-undang tersebut jika dikaji dalam

figh siyasah tentu mempunyai sisi yang sesuai dengan figh siyasah dan

ketidaksesuaian dengan figh siyasah, yaitu antara lain :

2 pid., him. 31.



a. Keseuaian kedua wundang-undang tersebut dapat dilhat dari sisi
syarat-syarat pemilihan kepala daerah yaitu :
(1) Berlandaskan kepada Bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 58 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya) dan ulil Amri diantara kalian. Kemudian jika
kamu berlain pendapat terhadaap sesuatu. Maka kembalikanlah
dia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah). Yamh
demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(2) Berusia kurang lebih dari 30 tahun. Harus dewasa, sebagaimana

yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 5 :
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Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Ayat mi menjelaskan bahwa Ummat Islam diberikan kebebasan

s 2 /:/?,,.4/ z o ,/‘
258555 Lerd 55

untuk menetapkan batas usia minimal yang paling tepat bagi

calon pemimpin negara.



(3) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan

b.

kesehatan penyeluruh dari tim kesehatan. Dalam Islam bahwa
kesehatan perlu ditekankan. Sehat organ tubuh dari cacat agar
tidak menghalangi bertindak cepat dan sempurna dan cepat
menangani permasalahan yang terjadi

Ketidaksesuaian kedua undang-undang tersebut jika ditinjau dari

figh siyasah yaitu :

(1) Dilihat dari sisi kampanye. Bahwa terdapat dalam pasal 65 UU

No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “ Kampanye dapat
dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka
dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada
umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan
media massa elektronk dan lain-lain, serta kegiatan lain yang
berkaitan dengan kampanye”. Namun sisi kampanye jika dikaji
dari figh siyasah para sahabat tidak pernah melangsungkan
pemilhan dengan kampanye. Dan jelas tidak diperbolehkannya
adanya kampanye karena dalam Islam tidak boleh meminta-minta
jabatan dan larangan meninta jabatan. Sebagaimana yang
tercantum dalam hadist :
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Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasulullah
Shallallahu ‘alathi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai
Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu memnta jabatan!
Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu
dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan
diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika
jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan,
pasti kamu akan ditolong (oleh Allah Azza wa Jalla) dalam
melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah
dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selamnya lebih
baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka

bayarlah kaffarah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah
yang lebih baik (darinya)”.

(2) Pemilihan kepala daerah dalam Islam. Dalam konsep siyasah
bahwa pemimpin dipith oleh Ahl- Al Hall Wa Al- Aqd
merupakan suatu lembaga pemilh. Orang-orangnya merupakan
perwakilan dari wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya
adalah memilih khalifah atau kepala negara/daerah. Bukan
pemilhan dengan asas langsung. Ataupun dengan memberikan
suara berdasarkan satu orang satu suara.

(3) Dapat dilihat dari sisi mencalonkan. Yang terdapat dalam pasal
40 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Partai politik atau
gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon apabila sudah
memenuhi syarat 20% dari jumlah kursi DPRD. Jelas jika dilihat
dalam pasal tersebut bahwa dalam Islam tidak adanya calon

pemimpin dengan diusungkan partai politik atau gabungan partai



politk dan tidak sesuai dengan konsep figh siyasah, bahwa
menurut siyasah bahwa mencalonkan khalifth hanya bisa
ditunjuk oleh dua cara yaitu oleh Akl Al Hall Wa Al- Agd atau
pemimpin sebelumnya bukan dengan dwusungkan oleh partai

politik atau gabungan politik.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan dari uraian-uraian sebelumnya sampailah dalam tahap
pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik
awal penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut :

Dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya satu pasangan calon
memenuhi kondisi apabila : pertama: apabila sudah dilakukan penundaan dan
perpanjangan waktu selama 3 hari namun hanya terdapat satu pasangan yang
mendaftar, ini yang mengakibatkan satu pasangan calon. Kedua: apabila lebih
dari satu pasangan calon yang mendaftar. Namun hanya ada satu pasangan
calon yang memenuhi syarat, akan mengakibatkan adanya satu pasangan calon.
Ketiga: sejak penetapan calon, masa kampanye, sampai dengan pemungutan
suara, adanya pasangan calon yang berhalngan tetap, partai politk atau
gabungan partai politk tidak mengusulkan calon pemgganti yang akan
mengakibatkan satu pasangan calon. Keempat: terdapat pasangan calon yang
dikenakan sanksi yang  pembatalan peserta dalam pemilhan maka akan

mengakibatkan satu pasangan calon tunggal



Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun
2015 mempunyai sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan diantara kedua
undang-undang ini adalah sama-sama peraturan mengenai pemilihan kepala
daerah. Cara pemilihan seperti proses, pelaksanaan, siapa yang memilh, dan
suara terbanyak tidak ada perbedaan. Kedua undang-undang tersebut yang
memilh adalah rakyat dan yang mempunyai suara terbanyak yaitu 50% dari
suara sah. Perbedaan antara kedua undang-undang i adalah apabila dalam
UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat (2) yaitu pemilihan
kepala daerah harus dikuti oleh dua pasangan calondan dihadapkan untuk
melawan pasangan calon yang lan sedangkan UU No. 14 Tahun 2015 yang
terdapat pada pasal 3 yang diperbolehkan satu pasangan calon apabila dengan
kondisi pasangan calon yang lain tidak memenuhi syarat, berhalangan tetap
namun partai politik dan gabungan politik tidak mengusulkan calon pengganti,
adanya sanksi pidana dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, nilah
yang mengakibatkan terjadinya satu pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah dalam Islam ( figh siyasah) diperbolehkan dan

sah apabila terdapat hanya satu pasangan calon.



B. Saran
Dari hasil temuan ini, penulis memaparkan beberapa saran, yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat, bahwa konsep pengaturan UU No. 1
Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 terkait dengan pencalonan satu
pasangan calon. Tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan. Apalagi
menyangkut dengan satu pasangan calon. Apabila pasangan calon tersebut
bisa membawa kelestarian daerah dan mewujudkan cita-cita daerah yang
lebih baik.

2. Dalam skripsi ini juga memaparkan, bahwa komparasi diantara kedua
undang-undang tesebut mempunyai sisi yang sama, terkait dalam halnya
pelaksaaan, proses, siapa yang memilih, dan suara terbanyak. Dalam hal ini
tidak ada yang membedakan.

3. Dalam skripsi ini jugs memaparkan, bahwa musyawarahlah untuk mufakat
dan memecahkan persoalan yang menyangkut orang banyak ataupun
pemerintahan.  Agar tidak ada perselishan diantara rakyat dan

pemerintahan ataupun pemimpin.
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